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POHON KINERJA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Indikator: 1. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB “Istimewa” (Kategori AA/Nilai = 80-90)
2. Level Maturitas Kelembagaan

2. Indeks PB)J

3. Indeks Perencanaan

T,,f;“g:’ﬂ:[’,“m 4. Indeks Pengelolaan Aset
5. Indeks Pengelolaan Keuangan
6. Maturitas SPIP
7. Kapabilitas APIP
8. Indeks Profesional ASN
9. Tingkat Kepatuhan SPP
PIMPINAN
INGGI
p;ATAMA Indikator: 1. Prsentase Capaian Koordinasi Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan
2. Presentase Capaian Koordinasi Kinerja Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
PIMPINAN
TINGGI
PRATAMA

INDIKATOR: 1. Cakupan Kebijakan Substansi Perekonomian yang Terkonsolidasi dengan BAIK (Kebijakan Ekonomi Makro-Mikro )

2. Cakupan Kebijakan Substansi SDA yang Terkonsolidasi dengan BAIK

3. Persentase Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Terkonsolidasi dengan BAIK

4. Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

!

Indikator :

1. Jumlah Layanan Perencanaan
2. Jumlah Layanan Keuangan
3. Jumlah layanan Kepegawaian dan Umum




INDIKATOR :

SASARAN : TERLAKSANANYA PELAYANAN

1. JUMLAH LAYANAN PERENCANAAN
2. JUMLAH LAYANAN KEUANGAN
3. JUMLAH LAYANAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

MINISTRASI KETATAUSAHAAN BIRO YANG MENCAKUP PERENCANAAN, KEUANGAN SERTA KEPEGAWAIAN

vorm:r&: :'::E:“sz"f:f / ARIANCE P.L. u“:::::::‘:a’ Mm/ AGNES G. ROTULUDII, S.505 / ANALIS  MEYSILIANI S. BATA, S.KOM / PRANATA JOSEVINA E. HOINBALA / DELILA A.L.P SAEFATOE / MARIA E. RADJAPONO / YOSY KEBKOLE / GODLIEF MANUS / FIDELIS SELO / PENGADMINISTRASI GAD:::?ST:A‘:IOS'\I:TVI\N .
T e e AT e R R LAPORAN AKUNTABILITAS KINERIA KOMPUTER AHLI PERTAMA AN umum umum SARANA DAN PRASARANA eI
PERENCANAAN TARGET BENDAHARA TARGET PENGURUS BARANG TARGET PRANATA KOMPUTER TARGET PENGADMINISTRASI TARGET PENGADMINISTRASI TARGET TARGET UMUM| TARGET | [PENGADMINISTRASI UMUM| TARGET PENGADMINISTRASI TARGET PENGADMINISTRASI TARGET

KEPEGAWAIAN PERSURATAN PERSURATAN SARANA DAN PRASARANA SARANA DAN PRASARANA

Jumlah DPAdan | 2 Dokumen | [Jumlah pengajuan 12 kali Jumlah laporan bulanan | 12 Dokumen | [Jumlah update 12 Kali Jumlah tamu yang diterima | 100 orang | [Jumlah tamu yang 100 | [Jumlah surat masuk pada | 100 | [Jumlah tamu yang 100 | [Jumlah tamu yang 100 | [Jumlah kegiatan 12kali | [Jumlah kegiatan 12 kali
DPPA (Belanja permintaan pembayaran Buku Inventaris Barang informasi/data pada dan diarahkan ke Kepala diterima dan diarahkan ke | orang | [rumpun kerja analis surat | |diterima dan diarahkan ke | orang | |diterima dan diarahkan ke | orang | [penyiapan bahan penyiapan bahan
Barang dan Jasa) menggunakan SPP TU ,GU website dan media sosial Biro/Kasubag Tata Usaha Kepala Biro/Kasubag Tata ekonomi mikro makro Analis Kebijakan Ahli Analis Kebijakan Ahli pengelolaan sarana dan pengelolaan sarana dan

dan SPP LS Biro Usaha yang diagenda dan Muda Muda prasarana biro prasarana biro
aplikasi SIRUP didistribusi
Jumlah RKA Murni | 2 Dokumen | [ Jumlah penerimaan dan 12 kali Jumlah laporan bulanan | 12 Dokumen | [Jumlah dokumen SAQ 1 Dokumen | [Jumlah Surat masuk yang | 1500 surat | [Jumlah Surat masuk yang | 1500 | [Jumlah surat keluar pada | 100 | [Jumlah surat masuk pada | 100 | [Jumlah surat masuk pada | 100
dan Perubahan penyimpan pelimpahan Kartu Inventaris Barang Keterbukaan Informasi diagenda dan didistribusi diagenda dan didistribusi | surat | [rumpun kerja analis surat | |rumpun kerja analis surat | |rumpun kerja BUMD & surat
(s1PD) UP, GU dan TU dari Peralatan dan Mesin Publik ekonomi mikro makro ekonomi mikro makro BLUD yang diagenda dan

bendahara pengeluaran yang diagenda dan yang diagenda dan didistribusi

didistribusi didistribusi
Jumlah RKA Murni | 2 Dokumen | [Jumlah penerimaan dan 12 kali Jumlah Nota Permintaan 12 kali Jumlah Laporan Tahunan | 1Laporan | [Jumlah Surat keluar yang | 1000 surat | [Jumlah Surat keluar yang | 1000 Jumlah surat keluar pada | 100 | [Jumlah surat keluar pada | 100
dan Perubahan penyimpanan TU, GU dari ATK PPID diagenda dan didistribusi diagenda dan didistribusi | surat rumpun kerja analis surat | |rumpun kerja BUMD & surat
(excel) BUD ekonomi mikro makro BLUD yang diagenda dan
yang diagenda dan didistribusi
didistribusi
Jumlah Laporan 12 Laporan | [Jumlah pembayaran atas 600kali | [Jumlah usulan RKBMD 3Dokumen | [Jumlah Laporan Tahunan | 1laporan | [Jumlah Usulan Kenaikan | 19 Usulan | [Jumlah rekapan tugas- 12 kali
Realisasi Keuangan pelimpahan UP, GU dan TU Pengadaan, Pemanfaatan SPBE Gaji Berkala tugas kepala Biro yang
dan Realisasi Fisik yang dikelola dan Pemeliharaan disampaikan ke admin e-
kinerja untuk karo

Jumlah Dokumen 1Kali Jumlah verifikasi 600 Dokumen | [Jumlah Nota Dinas Serah | 1Dokumen | [Jumlah data sektoral pada | 3 Dokumen | [Jumlah Usulan Kenaikan | 1 Usulan
yang diupload di e kelengkapan dokumen Terima Barang website LOPO dari NTT Pangkat
SAKIP Reviu (Admin pembayaran
e SAKIP Reviu)
Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | [Jumlah pungutan dan 12 kali Jumlah Rekon BMD di Biro | 12 Kali Jumlah pengaduan 2kali Jumlah Usulan Pensiun 1 Usulan
Identifikasi resiko penyetoran pajak sesuai Umum gangguan layanan jaringan
SKPD. ketentuan peraturan per internet
Jumlah Surat TLHP | 1 Dokumen | [Jumlah Laporan 12 Laporan | [Jumlah Nota Dinas Pinjam | 1Dokumen | [Jumlah Laporan 3laporan | [Jumlah Usulan Satya 1 Usulan
Itda, BPK dan Itjen pertanggung jawaban Pakai BMD Biro Kepegawaian Semester Lencana

secara administrasi kepada dan Tahunan

KPA
Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | [Jumlah Laporan SPJ 12 Laporan Jumlah surat elektronik 12surat | [Jumlah dokumen PNS 1 Dokumen
yang direkapitulasi Fungsional (SIPKD) yang di proses di SRIKANDI Indisipliner
untuk pemenuhan
SPIP (Admin SPIP)
Jumlah Dokumen | 5 Dokumen | [Jumlah laporan keuangan | 1 Laporan Jumlah penginputan data 12 kali Jumlah DUK dan Daftar | 2 Dokumen
LKIP, RKT dan PK tahunan SKPD Anjab ABK Nominatif
Murni, PK
Perubahan dan
Pakta Integritas
Jumlah Dokumen | 2 Dokumen Jumlah penginputan peta 2kali
Laporan SKM per jabatan dan usulan
Semester kebutuhan pada SIASN

Perencanaan

Jumlah Dokumen | 2 Dokumen Jumlah Surat Tugas, Surat | 100 Dokumen
RENSTRA dan Sakit, izin dan Cuti yang
RENSTRA dientri di aplikasi e-absensi
PERUBAHAN
Jumlah Dokumen | 2 Dokumen Jumlah SKTPP 485K
RENJA dan RENJA
PERUBAHAN
Jumlah Belanja |10 transaksi

melalu e
purchasing




ERNES D. HAMEL, S.PI., M.SI / ANALIS KEBIJAKAN

IPOLITA C. NGARE, SE., MM / ANALIS KEBIJAKAN

SEFRI M. T. NALLE, S.SOS / ANALIS EKONOMI

SASARAN : MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PEREKONOMIAN YANG MELIPUTI ASPEK MAKRO DAN MIKRO
INDIKATOR : PERSENTASE CAKUPAN KEBIJAKAN SUBSTANSI PEREKONOMIAN YANG TERKONSOLIDASI DENGAN BAIK PADA ASPEK KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO- MIKRO

YOHANES D. B. MEOWATU, S.SOS / FASILITATOR

kegiatan Akses Keuangan

AHLI MADYA AHLI MUDA MAKRO SARANA PEMASARAN
FUNGSIONAL TARGET FUNGSIONAL TARGET PELAKSANA TARGET PELAKSANA TARGET
Jumlah rekomendasi yang 5 Rekomendasi| [Jumlah laporan pelaksanaan 3 Dokumen Jumlah data/informasi dan laporan | 3 Dokumen Jumlah data/informasi dan laporan | 3 Dokumen
dihasilkan dalam kegiatan kegiatan High Level Meeting (HLM) kegiatan High Level Meeting (HLM) kegiatan High Level Meeting (HLM)
penyusunan kebijakan analisis TPID TPID TPID
ekonomi makro dan mikro
Jumlah laporan pelaksanaan 6 Dokumen Jumlah konsep rekomendasi 3 Dokumen Jumlah konsep rekomendasi 3 Dokumen
kegiatan Sidak Pasar kegiatan High Level Meeting (HLM) kegiatan High Level Meeting (HLM)
TPID TPID
Jumlah laporan pelaksanaan 10 Dokumen | |Jumlah data/informasi dan laporan | 10 Dokumen | [Jumlah data/informasi dan laporan | 10 Dokumen
kegiatan Ratek TPID kegiatan Ratek TPID kegiatan Ratek TPID
Jumlah laporan pelaksanaan 1 Dokumen Jumlah data dan informasi harga 6 Dokumen Jumlah data dan informasi harga 6 Dokumen
kegiatan Rakorda Perekonomian pada kegiatan Sidak Pasar pada kegiatan Sidak Pasar
Jumlah dokumen risalah 48 Dokumen | [Jumlah data dan informasi kegiatan | 1 Dokumen Jumlah data dan informasi kegiatan | 1 Dokumen
pelaksanaan kegiatan Rapat TPID Rakorda Perekonomian Rakorda Perekonomian
Provinsi (Rakornas Pengendalian
Inflasi)
Jumlah laporan pelaksanaan 7 Dokumen Jumlah laporan pelaksanaan 4 Dokumen Jumlah laporan pelaksanaan 4 Dokumen
kegiatan Monitoring TPID Daerah kegiatan Monitoring TPID Daerah kegiatan Monitoring TPID Daerah
IHK IHK IHK
Jumlah laporan pelaksanaan 1 Dokumen Jumlah data dan informasi 4 Dokumen Jumlah data dan informasi 4 Dokumen
kegiatan Rakornas Pengendalian pelaksanaan kegiatan Monitoring pelaksanaan kegiatan Monitoring
Inflasi TPID Daerah IHK TPID Daerah IHK
Jumlah laporan pelaksanaan 2 Dokumen Jumlah data dan informasi kegiatan | 2 Dokumen Jumlah data dan informasi kegiatan | 2 Dokumen
kegiatan Rapat Evaluasi Rapat Evaluasi Penyaluran KUR, UMi Rapat Evaluasi Penyaluran KUR, UMi
Penyaluran KUR, UMi dan SIKP dan SIKP dan SIKP
Jumlah laporan pelaksanaan 2 Dokumen Jumlah konsep rekomendasi 2 Dokumen Jumlah konsep rekomendasi 2 Dokumen
kegiatan Monev Penyaluran KUR, kegiatan Rapat Evaluasi Penyaluran kegiatan Rapat Evaluasi Penyaluran
UMi dan SIKP KUR, UMi dan SIKP KUR, UMi dan SIKP
Jumlah laporan pelaksanaan 3 Dokumen Jumlah laporan pelaksanaan 2 Dokumen Jumlah laporan pelaksanaan 2 Dokumen
kegiatan Penyaluran BBM kegiatan Monev Penyaluran KUR, kegiatan Monev Penyaluran KUR,
UMi dan SIKP UMi dan SIKP
Jumlah laporan pelaksanaan 3 Dokumen




SASARAN : MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PEREKONOMIAN YANG MELIPUTI ASPEK

ERNES D. HAMEL, S.PI., M.SI / ANALIS

V]
INDIKATOR : PERSENTASE CAKUPAN KEBIJAKAN SUBSTANSI PEREKONOMIAN YANG TERKONSOLIDASI DENGAN BAIK PADA ASPEK SUMBER DAYA ALAM

JENY V. NDAPAMERANG, S.HUT / ANALIS KEBIJAKAN AHLI

JEANETTE D. D. THEI, S.PT / ANALIS INFORMASI HASIL PERTANIAN

NENENG W. TUFAN, SE / ANALIS KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEBUJAKAN AHLI MADYA MUDA
FUNGSIONAL TARGET FUNGSIONAL TARGET PELAKSANA TARGET PELAKSANA TARGET
Jumlah rekomendasi yang 3 Jumlah laporan Koordinasi Sinkronisasi dan 1 Dokumen Jumlah Draft Pergub bidang kebijakan Pertanian, Kehutanan, 3 Pergub Jumlah Draft Pergub bidang kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi 3 Pergub
dihasilkan dalam kegiatan Rekomendasi | |Evaluasi Kebijakan Sektor Pertanian, Kelautan, dan Perikanan dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
penyusunan kebijakan sumber Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
daya alam
Jumlah laporan Koordinasi Sinkronisasi dan 1 Dokumen Jumlah Draft SK bidang kebijakan Pertanian, Kehutanan, 5 Dokumen Jumlah Draft SK bidang kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi dan 5 Dokumen
Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Kelautan, dan Perikanan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
Lingkungan Hidup
Jumlah laporan Koordinasi Sinkronisasi dan 1 Dokumen Jumlah surat masuk dan keluar dokumen pelaksanaan Fasilitasi | 10 Dokumen | |Jumlah surat masuk dan keluar dokumen pelaksanaan 6 Dokumen
Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Konsultasi dan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Dan Perikanan
Jumlah Notulen Rapat dan Berita Acara Konsultasi dan 1 Dokumen Jumlah Notulen Rapat dan Berita Acara Koordinasi, Sinkronisasi | 1 Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
Kehutanan, Kelautan, Dan Perikanan
Jumlah Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat Konsultasi dan 1 Dokumen Jumlah Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat Koordinasi, 1 Dokumen

Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,
Kehutanan, Kelautan, Dan Perikanan

Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air




SASARAN : MENINGKATNYA PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI TATAKELOLA BUMD DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA DAN PELAYANAN PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN PENERIMAAN PAD BERUPA DIVIDEN

INDIKATOR : PERSENTASE CAKUPAN PEMBINAAN, KOORDINASI DAN FASILITASI BUMD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG TEKONSOLIDASI DENGAN BAIK

PATRISIA A. D. WEA, SE / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA

- / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

MARIA IMELDA SURYA, SE / ANALIS KELEMBAGAAN USAHA

LINGKAN R. TANAN, S.KOM / PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

FUNGSIONAL

TARGET

FUNGSIONAL

TARGET PELAKSANA TARGET FUNGSIONAL TARGET
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Rapat Evaluasi 3 Dokumen | |Jumlah dokumen hasil Rapat Evaluasi Kinerja dan Pembinaan 3 Dokumen | [Jumlah surat masuk dan keluar dokumen pelaksanaan Rapat| 3 Dokumen Jumlah surat masuk dan keluar dokumen pelaksanaan Rapat| 3 Dokumen
Kinerja dan Pembinaan BUMD Provinsi NTT BUMD Provinsi NTT Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD Provinsi NTT Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD Provinsi NTT
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Rapat Penetapan 2 Dokumen | |Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Rapat Penetapan Tarif Batas| 2 Dokumen | [Jumlah Notulen Rapat Evaluasi Kinerja dan Pembinaan 3 Dokumen Jumlah Notulen Rapat Evaluasi Kinerja dan Pembinaan 3 Dokumen
Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah BUMD Air Atas dan Tarif Batas Bawah BUMD Air Minum BUMD Provinsi NTT BUMD Provinsi NTT
Minum
Presentase pelaksanaan Rapat Evaluasi Kebijakan 100% Presentase pelaksanaan Rapat Evaluasi Kebijakan Pengelolaan 100% Jumlah Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat Evaluasi Kinerja| 3 Dokumen | |Jumlah Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat Evaluasi Kinerja| 3 Dokumen
Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Pembinaan BUMD Provinsi NTT dan Pembinaan BUMD Provinsi NTT
Jumlah dokumen hasil kegiatan Penyusunan Ranperda | 1 Dokumen | |Jumlah dokumen hasil kegiatan Penyusunan Ranperda 1 Dokumen | [Jumlah surat masuk dan keluar dokumen pelaksanaan Rapat| 2 Dokumen Jumlah surat masuk dan keluar dokumen pelaksanaan Rapat| 2 Dokumen
Penyertaan Modal Penyertaan Modal Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah BUMD Air Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah BUMD Air
Persentase pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 100% Persentase pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SK 100% Jumlah Notulen Rapat Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif | 2 Dokumen Jumlah Notulen Rapat Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif | 2 Dokumen
Penerapan SK Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Batas Bawah BUMD Air Minum Batas Bawah BUMD Air Minum
Batas Bawah Air Minum Perumda/PDAM di Perumda/PDAM di Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT
Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT
Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, 100% Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring 100% Jumlah Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat Penetapan 2 Dokumen | [Jumlah Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat Penetapan 2 Dokumen
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah BUMD Air Minum Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah BUMD Air Minum
Jasa Keuangan dan Aneka Usaha di Kabupaten/Kota Se- Aneka Usaha di Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT
Provinsi NTT
Jumlah Draft SK Gubernur NTT tentang Tim Penyusun 1 Dokumen Jumlah Draft SK Gubernur NTT tentang Tim Penyusun 1 Dokumen
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
NTT Tentang Penyertaan Modal BUMD NTT Tentang Penyertaan Modal BUMD
Jumlah Draft SK Gubernur NTT tentang Besaran Tarif Batas 1 Dokumen Jumlah Draft SK Gubernur NTT tentang Besaran Tarif Batas 1 Dokumen
Atas dan Batas Bawah Air Minum Perumda/PDAM di Atas dan Batas Bawah Air Minum Perumda/PDAM di
Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT
Jumlah dokumen tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan 2 Dokumen Jumlah dokumen tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan 2 Dokumen

(LHP)

(LHP)




SASARAN : MENINGKATNYA PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI TATAKELOLA BLUD DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA DAN PELAYANAN PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN PENERIMAAN

PATRISIA A. D. WEA, SE / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA

PAD BERUPA DIVIDEN
INDIKATOR : PERSENTASE CAKUPAN PEMBINAAN, KOORDINASI DAN FASILITASI BLUD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG TEKONSOLIDASI DENGAN BAIK

THERESIA Y. B. TALUMA, ST / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

PAULUS H. SAFRODAN, SH., MH / ANALIS INFORMASI

WILFRIDUS F. P. WENE, S.KOM / PRANATA

BLU KOMPUTER AHLI PERTAMA
FUNGSIONAL TARGET FUNGSIONAL TARGET PELAKSANA TARGET FUNGSIONAL TARGET
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan Rapat | 4 Rekomendasi | [Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan 4 Rekomendasi | [Jumlah dokumen Laporan Akhir 1 dokumen Jumlah surat masuk dan keluar 4 Dokumen
Evaluasi BLUD per Triwulan Rapat Evaluasi BLUD per Triwulan Pelaksanaan Kegiatan BLUD per tahun dokumen pelaksanaan Rapat
Evaluasi BLUD per Triwulan
Presentase pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi, 100% Presentase pelaksanaan kegiatan Rapat 100% Jumlah dokumen materi kegiatan Rapat | 4 dokumen Jumlah Daftar Hadir dan 4 Dokumen
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Evaluasi BLUD Dokumentasi Rapat Evaluasi BLUD
di Kab/Kota se-Provinsi NTT Pendirian BLUD di Kab/Kota se-Provinsi NTT per Triwulan
Presentase pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Data 100% Presentase pelaksanaan kegiatan Pengumpulan 100% Jumlah dokumen materi kegiatan Rapat | 1 dokumen Jumlah Daftar Hadir dan 1 Dokumen
Potensi BLUD dan Rapat Sosialisasi Pendirian BLUD Data Potensi BLUD dan Rapat Sosialisasi Pendirian Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Dokumentasi Rapat Koordinasi,
di Kab/Kota se-Provinsi NTT BLUD di Kab/Kota se-Provinsi NTT Kebijakan Pendirian BLUD di Kab/Kota Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
se-Provinsi NTT Pendirian BLUD di Kab/Kota se-
Provinsi NTT
Jumlah Notulen Rapat Evaluasi BLUD per Triwulan | 4 Dokumen Jumlah dokumen materi kegiatan Rapat | 1 dokumen Jumlah Daftar Hadir dan 1 Dokumen
Sosialisasi Pendirian BLUD di Kab/Kota Dokumentasi Rapat Sosialisasi
se-Provinsi NTT Pendirian BLUD di Kab/Kota se-
Provinsi NTT
Jumlah Notulen Rapat Koordinasi, Sinkronisasi 1 Dokumen
dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD di
Kab/Kota se-Provinsi NTT
Jumlah Notulen Rapat Sosialisasi Pendirian BLUD 1 Dokumen

di Kab/Kota se-Provinsi NTT




SASARAN : MENINGKATNYA KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA TERCIPTANYA PENATAAN ADMINISTASI PEMBANGUNAN YANG TERTIB

DRS. ALEXANDER B. KOROH, MPM / ANALIS KEBIJAKAN AHLI

INDIKATOR : PERSENTASE LAPORAN TRIWULAN DAN MONEV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

APOLONIA O. JEMAT, S.SOS / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

MARTHA MONI BALU, SE / ANALIS PEMBINAAN PELAKSANAAN

HAMIDAH LONGSO, SE / ANALIS PEMBANGUNAN

MADYA ANGGARAN
FUNGSIONAL TARGET FUNGSIONAL TARGET PELAKSANA TARGET PELAKSANA TARGET
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan 1 Laporan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan 1 dokumen | |Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan 1 dokumen Jumlah dokumen penyusunan paket sebaran 14 OPD
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan konsultasi dan koordinasi terkait Pengendalian konsultasi dan koordinasi terkait Pengendalian pembangunan yang bersumber dari APBD
yang Bersumber dari APBD per caturwulan Pelaksanaan Pembangunan daerah yang Pelaksanaan Pembangunan daerah yang
bersumber dari dana APBD bersumber dari dana APBD
Persentase pelaksanaan Kegiatan Monitoring 100% Jumlah dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan 1 dokumen | |Jumlah dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan 1 dokumen Jumlah surat masuk dan keluar dokumen 3 Dokumen
dan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Daerah (APBD) per tahun Pembangunan Daerah (APBD) per tahun pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan
APBD di Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT Pembangunan yang Bersumber dari APBD
Persentase pelaksanaan Kegiatan Monitoring 100% Jumlah dokumen penyusunan paket sebaran 14 OPD Jumlah dokumen penyusunan paket sebaran 14 OPD Jumlah Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat 3 Dokumen
dan Pemantauan Program Strategis pembangunan yang bersumber dari APBD pembangunan yang bersumber dari APBD Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan yang
Pemerintah Provinsi di Kabupaten/Kota Se- Bersumber dari APBD
Provinsi NTT
Jumlah Notulen Rapat Evaluasi Pelaksanaan 3 Dokumen Jumlah surat masuk dan keluar dokumen 3 Dokumen
Pembangunan yang Bersumber dari APBD pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan yang Bersumber dari APBD
Jumlah dokumen materi kegiatan Rapat Evaluasi | 1dokumen | [Jumlah Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat 3 Dokumen

Pelaksanaan Pembangunan yang Bersumber dari
APBD

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan yang
Bersumber dari APBD




SASARAN : MENINGKATNYA KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN WILAYAH DALAM RANGKA TERCIPTANYA PENATAAN ADMINISTASI PEMBANGUNAN YANG TERTIB

DRS. ALEXANDER B. KOROH, MPM / ANALIS KEBIJAKAN AHLI

INDIKATOR : PERSENTASE LAPORAN TRIWULAN DAN MONEV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH

ZEFRY G. N. DONUISANG, SE., M.EC.DEV / ANALIS KEBIJAKAN

FERDINAND B. MANBAIT, SE., M.EC.DEV / ANALIS

AGUSTINA R. PADU LEBA, S.SOS / ANALIS

MADYA AHLI MUDA PENGELOLAAN SARANA PROGRAM PEMBANGUNAN
FUNGSIONAL TARGET FUNGSIONAL TARGET PELAKSANA TARGET PELAKSANA TARGET
Persentase pelaksanaan Kegiatan Monitoring 100% Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan 2 Laporan Jumlah surat masuk dan keluar 2 Dokumen Jumlah surat masuk dan keluar 2 Dokumen
dan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dokumen pelaksanaan Rapat dokumen pelaksanaan Rapat
APBN di Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT yang Bersumber dari APBN per semester Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
yang Bersumber dari APBN yang Bersumber dari APBN
Persentase pelaksanaan Kegiatan Monitoring 100% Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan 2 Laporan Jumlah Daftar Hadir dan 2 Dokumen Jumlah Daftar Hadir dan 2 Dokumen
dan Pemantauan Program Strategis Pemerintah Rapat Koordinasi Pengendalian Administrasi Dokumentasi Rapat Evaluasi Dokumentasi Rapat Evaluasi
Provinsi di Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT Pelaksanaan Pembangunan Wilayah per Pelaksanaan Pembangunan yang Pelaksanaan Pembangunan yang
semester Bersumber dari APBN Bersumber dari APBN
Jumlah dokumen Laporan Hasil Pengendalian 1 Laporan Persentase pelaksanaan Kegiatan Monitoring 100% Jumlah Notulen Rapat Evaluasi 2 Dokumen Jumlah Notulen Rapat Evaluasi 2 Dokumen
Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pemantauan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang Pelaksanaan Pembangunan yang
Pelaksanaan Pembangunan Wilayah di Bersumber dari APBN Bersumber dari APBN
Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT
Jumlah dokumen Laporan Hasil Pengendalian 1 Laporan Jumlah surat masuk dan keluar 2 Dokumen Jumlah surat masuk dan keluar 2 Dokumen
Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN dokumen pelaksanaan Rapat dokumen pelaksanaan Rapat
Koordinasi Pengendalian Koordinasi Pengendalian
Administrasi Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah Pembangunan Wilayah
Jumlah Daftar Hadir dan 2 Dokumen Jumlah Daftar Hadir dan 2 Dokumen
Dokumentasi Rapat Koordinasi Dokumentasi Rapat Koordinasi
Pengendalian Administrasi Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
Jumlah Notulen Rapat Koordinasi 2 Dokumen Jumlah Notulen Rapat Koordinasi 2 Dokumen
Pengendalian Administrasi Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Pelaksanaan Pembangunan Wilayah




INDIKATOR

TARGET

INDIKATOR : PERSENTASE CAKUPAN JUMLAH LAPORAN HASIL PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

INDIKATOR

TARGET INDIKATOR TARGET INDIKATOR TARGET INDIKATOR TARGET
Kegiatan dan Evaluasi 100% Persentase pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan 100% Jumlah dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan 4 Laporan Jumlah dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan 4 Laporan Jumlah dokumen Laporan Tahunan Hasil Pelaksanaan 1 Laporan
Pengumpulan Data dan Informasi Pelaporan Pelaksanaan Evaluasi Pengumpulan Data dan Informasi Pelaporan Pembangunan Daerah dan Wilayah Pembangunan Daerah dan Wilayah Pembangunan Daerah
Daerah dan Wilayah Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan
Pembangunan Wilayah
Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1 Laporan Jumlah dokumen Laporan Tahunan Hasil Pelaksanaan 1 Laporan Jumlah dokumen informasi laporan bulanan realisasi 14 OPD Jumlah dokumen informasi laporan bulanan realisasi 14 OPD Jumlah dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan 4 Laporan
Pembangunan Daerah dan fisik dari masing-masing dan fisik dari masing-masing Pembangunan Daerah dan Wilayah
perangkat daerah yang bersumber dari APBD perangkat daerah yang bersumber dari APBD
Jumlah dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan 12 Laporan Jumlah dokumen informasi laporan bulanan realisasi 14 OPD
Pembangunan Daerah dan Wilayah dan fisik dari masing-masing
perangkat daerah yang bersumber dari APBD
42 0PD

Jumlah dokumen informasi laporan bulanan realisasi

dan fisik dari masing: g
perangkat daerah yang bersumber dari APBD
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